
 

 

BUPATI BLORA 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR    6  TAHUN  2013 

TENTANG 

 PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 28A TAHUN 2012 TENTANG 

BIAYA SATUAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI YANG 

DIKEMBANGKAN MENJADI BERTARAF INTERNASIONAL  

DI KABUPATEN BLORA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012, 

maka perlu melakukan pencabutan terhadap ketentuan 

yang mengatur mengenai pungutan dan/atau 

sumbangan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang 

Dikembangkan Bertaraf Internasional di Kabupaten 

Blora;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora 

Nomor 28A Tahun 2012 tentang Biaya Satuan 

Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang 

Dikembangkan Bertaraf Internasional di Kabupaten 

Blora; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 

 

 

 



 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang  

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor  23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 



 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4  

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 40 ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 13); 

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 

017/MPK/SE/2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI BLORA NOMOR 28A TAHUN 2012 TENTANG BIAYA 

SATUAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR  

NEGERI  YANG DIKEMBANGKAN MENJADI BERTARAF 

INTERNASIONAL DI KABUPATEN BLORA. 

 

Pasal   1 

Peraturan Bupati Blora Nomor 28A Tahun 2012 tentang Biaya Satuan 

Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Dikembangkan Bertaraf 

Internasional di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 

Nomor 28A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal  2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

         Ditetapkan di Blora 

         pada tanggal  1 Pebruari 2013             

BUPATI BLORA, 

         Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 1 Pebruari 2013 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA 

    KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, 

            PETERNAKAN DAN PERIKANAN, 

                               Cap Ttd.  

                        SUTIKNO SLAMET 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 6 

 
Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 
NIP. 19610103 198608 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 


